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ABSTRAK 

 

Penelitian berjudul Tindak Pidana Terhadap Pelanggar Hak Desain Industri, dengan 

permasalahan apakah Dirjen HaKI bisa dijadikan pihak dalam kasus sengketa hak desain industri 

dan apakah pimilik Pia Janger bisa dituntut secara pidana atas perbuatanya tersebut. Penelitian 

pendekatan undang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Dirjen 

HaKI bisa dijadikan sebagai pihak turut tergugat karena dirjen HaKI merupakan pintu masuk 

didaftarkanya hak desain industri tergugat yang sudah jelas melanggar Pasal 2  UU Nomor 31 

Tahun 2000, dan ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dan tergugat bisa 

dipidana karena melanggar ketentuan pidana Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 

dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Kata Kunci : Tindak Pidana Terhadap Hak Desain Industri. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The study entitled Crime Against Violators of industrial design, with the issue whether the 

Director General of Intellectual Property can be a party in the case of industrial design rights 

disputes and whether pimilik Pia Janger be prosecuted criminally on the perbuatanya. The 

research approach of laws and approaches the case, obtained a conclusion that the Director 

General of Intellectual Property can be used as a third co-defendant as the Director General of 

Intellectual Property Rights is the entrance didaftarkanya rights industrial design defendant who 

has been in clear violation of Article 2 of Law No. 31 of 2000, and the general provisions of 

Article 1 paragraph (1) of Law No. 31 of 2000 and the defendant could be convicted for violating 

the criminal provisions of Article 54 paragraph (1) of Law No. 31 of 2000 with the threat of 

imprisonment for a period of 4 (four) years and / or a fine of not more Rp.300.000.000, 00 (three 

hundred million rupiah). 

Keywords: Crime Against the Right to Industrial Design. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

           BAB IV 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

a. Dirjen HKI bisa menjadi turut tergugat dalam kasus ini, hal ini disebabkan karena Dirjen 

HKI memberikan hak desain industri kepada Pia Janger yang dengan sengaja mempunyai 

desain industri yang tidak mempunyai unsur kebaruan, hal ini bertentangan dengan Pasal 

2 UU Nomor 31 Tahun 2000, dan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 

2000 yang menyatakan.”Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi 

atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

diwujudkan dalam pola  tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis 

serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, 

kerajinan tangan”. juga Dirjen HKI sebagai pintu masuk didaftarkanya hak atas desain 

industri 

b. Pemilik Pia Janger bisa dituntut secara pidana karena desain industri milik Pia Janger 

tidak mempunyai unsur kebaruan dalam hal ini sama persis dengan Pia Legong tetapi 

hanya berbeda tulisan, Pemilik Pia Janger dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hal 

tersebut sehingga melanggar Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dengan 



 
 

ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

 

 

2. SARAN 

a. Hendaknya Dirjen HKI lebih jeli melihat desain industri yang akan didaftarkan, 

tidak boleh melanggar UU Nomor 31 Tahun 2000.  Harus sesuai dengan UU 

Desain industri No.31 Tahun 2000 BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) yang 

menyatakan.”Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya 

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis 

dan dapat diwujudkan dalam pola  tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, 

barang, komoditas, industri, kerajinan tangan”. Karena apabila melanggar akan 

merugikan pemilik hak Desain Industri yang sebelumnya sudah mendaftarkan 

desain industrinya 

b. Hendaknya sebagai pemilik dari Pia Janger tidak menjiplak hasil karya desain 

industri dari pihak lain karena melanggar Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 

2000 dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan merugikan pihak lain 

dan dirinya sendiri yang berakibat terkena ancaman pidana. Karena semua orang 



 
 

pasti mempunyai kreasi dan kepandaian yang secara alamiah diberikan oleh 

Tuhan YME 
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